
2. Und_a~g . 
.:-": ·. ·. 134 - 

I. Undang - undang Nomor s Tahon 1974 tentang Pokok- 
'· 

pokok Pemerintahan di , Daerah ; . . Mengingat 

a. bahwa Rawapening. merupakan suatu waduk ya,ng sangat 
luas di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. yang 
mengandung Sumber Daya Dean yang besar potensinya; 

b. bahwa kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan biota 
perairan lainnya serta pembudidayaan ikan. dengan 
menggunalcan bennacam- ·macam alat dan sarana lainnya 
oleh masyarakat semakin bertambah; 

c. bahwa pembudidayaan dan penangkapan ikan __ dimaksud 
perlu dikendalikan agar Sumber Daya Hean yang 
terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan secara 

.. optimal dan berlangsung terus menerus sehingga dapa(. · 
meninglcatkan pendapatan masyarakat maupun Daerah; 

d. bahwa untuk mencapai maksud tersebui dialas; maka 
. dipandang perlu duetapkan didalam Peraturan Daerah. ~-- .. 

Menimbang 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARAN,G, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JI SEMARANG 
NOMOR 16 T AHUN 1990 

TENT.ANG 

BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN IKAN DI RAWAPENING 

DENGAN · RAHMAT T\IHAN YANG MAHA ESA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T(NGKAT 11 SEMARANG 
· NOMOR : 12 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 6 

·'. 

..... : .... ·· .. ·.·: 
_.: 



·; .... ; . 

Dengan : ," 

- 13S • 
2. Undang - Wldang Nomor 13 Tahun 1950 tentmg 

Pembentukan Dacrab ~ daerah JCabupaten dalam Ling- 
kungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang 
N_omor 67 Tahun 1958 tenaang Perubahan Batas-batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swaaanua 
Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 

_ 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Semarang ; 

3. Undang- undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Dacrah; 

4. Undang · undang Nomor 4 Tahun 1982 tenlang 
Kctentuan · ketentuan Pokok Pcngelolaan Lingkungan 
Hidup: 

5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tcnaang 
Perikanan ; 

6. Peratunui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; 

7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 
1961 aenrang Penycrahan scbaaian dari urusan Tugas- 
nya Dalam Lapangan Perikanan Datat Kepada Daerah. 
Tingkal II ; · 

8. Pcraturan .Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tcngah Nomor 2 Tahun .1985 tenaang Pcmakaian Tanah 
Pengairan dan Tanah Jalan Propinsi Dacrah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

9. Pcraturan Dacrah ~insi Daerah Tingkat I I awa 
Tengah Nomor 18 Tahun 1988 rentang Ijin Pcnggunaan 
Air Pcrmukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

10. Pcraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentapg Penyidilc 
Pegawai 1'."egeri Sipi,t;·. dilingku~gan Pemerintah Ka- 

. bqpaten Daerah Tingkat II Semarang. 

". t ••• 
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j. Pernbudidayaan . :: .. 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daer~ ini yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang; 
b. Bupati Kcpala Daerah adaJah Bupati KcpaJa Daerah Tingk4t II 

Semarang; 
c. Dinas PeriJcanan a~ah Dinas Perikanan Kabupa~n Daerah Tjnakat II 

Semarang ; · :.; 
d. Sumber Daya Ikan .adaJah Semua jen.is ikan tennasuk bioca ·perairan 

laiMya; • . 
e. Pengelolaan Sumber Daya lkan adalab semua upaya yang meliputi 

kcgia&an - kcgiatan pengendalian, pcmbudidayaan, pcmbinaan po1ensi dan 
pelcswian sumber::,daya ikari' dan ' lingkungannya. ~ pengaturan 
berbagai kcgiatan : iainnya yang langstmg bcrkaiaan aaau sekurang - 
kurangnya dapat · "·~empengaruhi keadaan sumber daya ··i~ dan 
lingkungannya ; ·:.'.. ... · · 

f. Pembudidayaan sumber daya ilcan adalah kegiatan penangkapan 
pengambilan dan /'atau pembudidayaan ikan ; ·. 

g. Peaani . lkan -. 8'Wah ,. orang. y~g . mata pencahariann.ya melakukan 
pcmbudidayaan ikaD.; . 

h. Nclayan adalah.orang yang matapencahaiiannya melakuan penangkapan 
ikan atau pengam~Han ikan : ·, .' . . · 

1. A lat pcnangkapan -; ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda 
lainnya yang 'dipergunakan un!uk mengopcrasionalkan ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II SEMARANG TENTANG BUDIDAYA DAN 
PENANGKAPAN IKAN DI RAWAPENING. 

Menetapkan 

.. .. 

.,_-:. Ocnpn pcnetujuan DeWM Perwaki1an Rakyat Daerali Kabupacen Dacnlll 
Tingkat II Semarang 
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BAB IV ..... : 

8 AB Ill 
WILA YAH RA WAPENING 

Pasal 5 
Wilayah Rawapening meliputi seluruh perairan sebatas Patok merah. 

Pasal .. 

Pengelolaan sumbcr daya ik.an bcrbentuk anwa lain penebaran benih ikan, 
pembangunan sarana dan prasarana pcrik.anan, perneliharaan tempat - tempat 
bcrkembang biaknya ikan, pembinaan teknis pembudidayaan suniber daya 
ikan bagi nelayan dan petani ikan sena upaya menjaga kelestarian 
Rawapening dan sekiwnya. 

Pasal 3 

Pengelolaan sumber daya ikan bertujuan agar sumber daya ikan dapat 
dimanfaatkan sebesar · besamya oleh masyarakat dan bertangsung secara terus 
menerus. 

BAB II 
PENGELOLAAN SUMBER DAY A IKAN 

Pasal l 

Pemerinaab Dacrah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan di Ra- 
wapemng. 
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j. Pcmbudidayaan ikan adalah kegiatan unaut memelihara. membesartan 
dan I a~ mcmbiakkan ikan dan IDCJllaneJl hasilnya ; 

k. Anak ikan adalah wm yang ulturan panjanJ toe.al twang dari 10 
( sepuluh) Cm a~u beralllya lrurang dari 30 ( tip puluh) gram ; 

I. Ikan kec:il ada1ah ikan yang secara alami tidak dapil tumbuh mcnjadi 
bcsar walaupun umurnya 5Udah tua ( banyak ) sepeni waderpari, ceiot, 
kepa)a timah dan udang ; 

m. Patok inerah ada1ah Patok. berwama merah yang membatasi . peraifan 
Rawapcning pada tinggi tempatdasar Rawapening 462,0S meter diatas 
pennukaan air laut, 



Pasal 10 . 

......,. 
(I) 7.ona pcnangkapan ibn mmapuan lcawasan usaba peungkapan ibn. 
(2) 7.ona penangkapan ikan scbapi~dimaksud ayal (l) Pasal ini, tcrdiri 

2 (dua) sub wna: 
a. Sub zona penangkapan .wunlengan alat branjang : . . . . 
b. Sub zona penangka~ ibn dc-.gan alat selain branjang : 

(3) Sub zona penangbpan · ikan dcngan alat branjang sebagaimana dimabod 
ayal (2) huruf -a Pasal ini, te,diri 2 ( dua ) sub - sub zo~ : · 
a. Sub • sub zpna Kcsoogo dengan kapasiw . aampung branjang I SO 

buah; . . . 

b, Sub - sub zona Bcjalcn d~ngan kapasitas wnpung branjaog I 00 
buah. 

Pasal 8 

(1) Zona Suaka merupakan kawasan yang aenuwp · unlUk· umwn dan 
mm,pabn kawasan yag digunuaa ~blgai tempat bertembang 
biaknya ikan, sehingga pelestarian popuJasinya terjaga. 

(2) Un&ut J8-Clljaga ~tarian popului ikan. diadakan penpwuan yang 
~ darutin. 
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BA B IV 

KAW AS AN 

Pasal ' 
(I) Wilayah Rawape11ing dibagi dalam empat kawasan · ( 7.ona) yaitu : 

a. Zona bahaya ; 
b. Zona suaka ; 
c. 1.ona penangkapan ikan ; 
d. Zona budidaya ikan. 

(2) Batas ancara zona yang satu dengan yang lain · dibcri wJda 

Pasal 7 

Zona bahaya merupakan kawasan yang tenutup untuk umum demi 
kcselamatan. 

. r, ·. 
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Bagian Kedua . 

. Pasal 13 

Jjin pembudidayaan sumber daya ikan tidak dapat dipindah tangankan tanpa 
persetujuan Bupati Kepala Daerah 

Baglan Pertama 
Wewenang Pemberian ljin 

Pasal lZ. 
(]) Setiap pcmbudidayaan sumbcr day a ikan di Rawapening harus dengan ijin 

Bupati Kepala Daerah. 

(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diberikan 
kepada Perorangan atau suatu Badan Usaha yang seluruhnya bermodal 
Nasional. 

(3) Pembudidayaan · sumber daya ikan .umuk kepentingan sendiri aiau tujuan 
olah raga, tidak mernerlukan ijin . 

BAB V 
PERIJINAN 

Peta zona ( kawasan ) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah 
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 10 
( l ) Zona budidaya ikan merupakan kawasan usaha pcmbudidayaan ikan 

dcngan sistim Karamba. 
(2) Zona budidaya ikan scbagaimana dimaksud ayat ( l) Pasal ini icrdiri 

empat sub zona : 

a. Sub zona Rowobeni dengan Juas 7,5 Ha; 
b. Sub zona Bejalcn dcngan luas 7 .. s Ha; 
c. Sub zona Sumurup dengan luas 2,5 'Ha; 
d. Sub zona Kesongo dengan luas 5.0 Ha. 

Pasal 11 
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Bagian Ketiga . 

Apabila pemohon ijin merupakan suatu Badan Usaha, pennohonan harus 
memuat keierangan dan dilengkapi dengan persyaratan : 
a. Nama badan usaha. 
b. Pimpinan badan usaha. 
c. Alamat kamor badan usaha. 
d. Salinan akie pendirian. 
e. Keterangan tentang modal usaha. 
f. Kcterangan ten tang tenaga kerja yang dipergunakan. 
g. Keterangan fiskaJ atau Bank ga.ransi. 

Pasal 16 

Pengajuan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 
Perauiran Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : 
Permohonan ijin pembudidayaan sumber daya ikan harus memuat keterangan 
dan dilcngkapi dengan persyaratan temang : 
1. Nama dan alamat pemohon .. 
2. Jenis pemanfaatan. 
3. Jenis, jumlah dan ukuran al~t pemanfaatan yang dipergunakan. 
4. Kesanggupan untuk mentaatai ketemuan dalam Peraturan Daerah ini dan 

syarat - syarat yang tercantum dalam ijin. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Tata Cara Permohonan Jjin 

Pasal 14 

(1) Untuk mempcroleh ijin pembudidayaan somber daya ikan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 12 ayat ()) Peraturan Daerah ini, pihak yang 
berkcpemingan harus mcngajukan permohonan sec~ra tertulis kepada 
Bupati Kcpala Daerah lewai Dinas Perikanan. 

(2) Umuk permohonan ijin usaha budidaya ikan wajib melampirkan ijin 
penggunaan air pennukaan tanah dari Dinas Pekerjaan Um um Pengairan 
Cabang Dinas Turuang Hulu. 

\ 
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a. Umuk . 

Basia• Kelima 
ljin Karamba dan Pemuanaannya 

Pasal 19 

()) Seuap keluarga atau badan usaha banya diberi satu ijin lcaramba: 
(2) Satu ijin lwamba sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Passi . ini, lua51.1rya 

paling banyak : 

Bagian Keempat 
Pencabutan ljln 

Pasal 18 

ljin pembudidaya:an · sumber daya ikan tidak berlaku lagi atau dicabut, 
lcarcna : 
a. Masa berlakunya ijin· telah betakhir :dan tidak diperpanjaDa; 
b. Mclanggar ~etcnwan ~am Peraturan. .Daerah ini dan I ac.au per$yanstan 

yang dilCn&Ukan dalam ijin; · 
c. Memperole_h ijin seeara · lidak sah ; 
d. Dalam jang)ca waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak diterimanya ijm, 

pcmcgang ijin bclum melaksanakan kegiatan tanpa memberi aiu.n yang 
dapat dipertangung jawabkan. 
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Bap Ktdp 
Ja11gka Waktu da• Pt111balluua• Jjln 

Pasal 17 

(1) ljin pernbudidayaan sumbcr daya ilcan bcrlalu untuk jangka walctu S 
( lima ) lahun. 

(2) Ijin scbagaimana te~sebut ayat (1) dal)!lt diperpanjang dengan mengaju- 
kan pcrmohonan daftar ulang. · 

(3) Pennohonan. daftar ulang untuk mendapatkan perpanjangan ijin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diajukan selambat - 
lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum rnasa berakbimy~ ijin. 



3. Karamba .......•... 

BAB VJ 
BIAYA QIN DAN RETRIBUSI 

Pasal 21 
( 1) Setiap ijin pembudidayaan somber daya ikan dan -peq,anjanpn ijinnya 

dikenakan biaya ijin. · 
(2) UnlUk setiap ijin pembudidayaan sumber daya ibn dikcnakah biaya 

sebagai berikut : 
a. Penangkapan wm sebcsar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) I unit ; 

'• •"' ' , I 

b. Budi daya · ikan dengan menggunakan ·: :;., -, \. · · 

1.. Karaniba jiring tmcap yang i~nya kurang dari 100 m2, sebesar ·. 
Rp. 2500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) I unit 

2. Karamba jaring aancap yang luasnya 100 s/d 200m2, sebesar 
Rp. 4.000,00 ( empat ribu rupiah ) I uni, 

..... 2ft 
(1) Dalam jangka wabu 6 ( coam) bulan terhitung sejak diterimanya ijin 

karamba sebagailnana dilDabud _PuaJ 19 belum diopemitan penub 
seluas yang diijintaa sisa luasnya kcmbali kepada Pcmcrinlah Dacrah. 

(2) DaJam hal sisa luasnya kembali kepada Pemerintah Daerah sebapimana 
dimaksud ayat(l) Pasal ini, Bupati Kepala Daemh memberi ijin baru 
pengganti ijin lama deogan luas yang 1elah dioperasikan oleh ~I 
ijin yang bel'Sangkutaa. 

(3) Kclcbihan biayaijin clan rctribusi yang 1elab~. sehubunganclengan 
sisa h111 kembali kq,ada Ptmcrinllh Dacrah sebapimana dilllabud ayat 
(l) Pasa1 ini, tidak dapat dimin1a kembali. 

500 m2 /unit 

b. 
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a. Unblk ijin kanntba jaring apung SOO rn2 / unit begi pennnpn 

dan 1.500 m2/1mit •gi Sadan Usaba ; 

. ;. :.• .. - ·····!, ... 

.·, 



b. Budidaya ........ 
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3. Karamba jaring &aneap yang luasnya lebih dari 200 m2, sebcsar 
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) I unit. 

4. Karamba jaring apung yang luasnya kurang dari 200 m2, sebesar 
Rp. 10.000,00 ( scpuluh ribu rupiah ) I unit 

5. Karamba jaring apung yang luasnya 200 s/d 300 m2, sebesar 
·Rp. 15.000,00 ( lima betas ribu rupiah) I unit. 

6. Karamba jaring apung yang lull.fflya lebih dari 300 s/d 500 m2, 

. sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) 
1. Karamba jaring apung yang luasnya lebih dari 500 m2, sebesar 

Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) I unit. 
c. Pengambilan kerang/ ece dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu 

rupiah ) I unit 
(3) Untuk setiap perpanjangan ijin dikcnakan biaya yang besarnya sama 

sebagaimana diatur ayat (2) Pasal ini. 

Pasal 22 
Untuk pembudidayaan sumbcr daya ikan, kcpada pemcgang ijin dikenakan 
pungutan retribusi sebagai beriku; : 

a. Penangkapan ikan dcngan menggunakan aJat : 
1. Bubu, sebesar Rp. 1.000,0Q ( seribu rupiah ) I unit I tahun. 
2. Pancing, sebesar Rp. 1.000,00 ( scribu rupiah } I unit I tahun. 
3. Icir, sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) I unit I tahun. 
4. Pecak, sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu Jima ratus rupiah)/ unit/ 

tahun 
5. Tangguk, irig, scbesar Rp. 2.500,00 {duaribu Hrna ratus rupiah)/ 

unit I tahun. 
6. Seser, sebesar Rp. 2.50(),00 (dua ribu lima raius rupiah)/ unit I 

tahun. 
7. Jaring, sebesar Rp, 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ unit I 

tahun. 
8. Jala, sebcsar Rp. 5.000,00 ( Hma ribu rupiah)/ unit I tahun. 
9. Branjang, sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu Jirna ratus rupiah)/ 

unit I tahun. 
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polyctb>';lene . 

, : \t) Di Rawapening dilanng : t• .· ·· 
a. Mcnangkap ikan dengan menggunakan alat _pe~gkap ikap yang 

dibuat ata~ mengguukaft raju,an/ anyaman benang dari nyilon I 

Pasal 24 
Pembudi dayaaa sumbet daya ikan untukkegiatan penelitian/percobun atau 
penelitian ilmiah yang lain, tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud 
da ..... Pasal 21 PeratQrah Daerab ini. 

''B A B . VII 
. LA ·RANG AN 

Pasal· .25 · '· 

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dlR 22 Per- 
atunn Daerah ini disetoikan kc Kas Daerah K.abupaten Daerah .Tingkat II 
Semarang. 

. . . 
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b. ~-. ikaa·.denpn met;1ggunakan : 

1. Karamba Jaring·tancap ~g luasnya kurang dari 100 m2• sebesar 
Rp. 2.500,00 ( • ·ribu. lima ratus rupiah ) I unit/ tahun. 

2. Karamba jaring rancap yang luasnya 100 s/d 200 m1• sebesar 
Rp.. 5.000.00 ( Ii~ ribb rupiah ) I tm~l/lahun. 

3. Karamba jaring tancap yang .Juasnya Iebih dari 200 m2• sebesar 
Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) I unit I tahun. 

4. Karamba ;.ring apung yan• luasnya kurang dari 200 m1• sebcsar 
Rp. 12.500,00 ( dua betas ribu lima ratus rupiah ) I unit I tahun. 

5. Karamba jaring apung yang luasoya 200 s/d 300 m2• 'sebesar 
Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) I unit I tahun. 

6. Karamba jaring apung yang luasnya lebih ~ 300 s/d 500 m2, 
sebcsar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) unit I tahun. 

7. Karamba jaring apung yang luasnya Jebih dari 500 m2, sebesar 
Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) I unit I tahun. 

c. Pengambilan kerang I ece dan sejenisnya. sebeslr Rp .. 1.000,00 
( seribu rupiah ) unit I tahun. 

· Paul 23 
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(2) Pengawasan 

B A B VIII 
KETENTUAN. i..A .. N • LAIN 

Pasal 27 
(1) Dinas Perikanan · bekerja sama dengan instansi lain yang terkait setiap 

saat dapar mengadakan pemeriksaan dan pcmbinaan terhadap kondisi 
perahu besena perlengkapannya serta sarana dan prasarana pembudi- 
dayaan sumber daya ikan. 

(2) Perahu serta sarans dan prasarana pembudi dayaan somber daya ikan 
yang ternyata tidak memenuhi sy_arat • syarat yang diteruukan oleh Dinas 
Perikanan tidak diijinkan untuk digunakan '( dioperasikan ) . 

BAB IX 
PELAKSANAAN D~N PENGAWASAN 

·;.pas~I 28 
( l) Pelaksanaan Peraturan Daerah int diserahkan pada Dinas Perikanan. 
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polyethylene I sutera I kapa.s dan sejenisnya yang lebar mata rajUWI/ 
anyamannya kurang dari · S ( lima) centimeter : 

b. Menangkap ikan dengan mcnggunaJcan alat jaring yang peng- 
operasiannya .dengan ditarilc atau dilingkaran; 

c. Menangkap ikan dengan menggunakan widing I kare 
d. Menangkap . ikan dengan menggunkan bahan racun peledak, aliran 

listrik dan aki : 
e. Membuat/memasang awir dengan jalan mengurung enceng gondok 

sebagai tempat bersembunyi ./ mcngumpulkan ikan ; 
f. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber day a ikan diluar zona I 

sub Zona I sub-sub Zona yang bukan . diperuntukkan untuk kegiatan 
itu; 

g. Mcnangkap dan memperdagangkan .anak ikan Rawapening. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud da1arn huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, 

tidak berlaku untuk penangkapan udang atau ikan kecil, 
Pasal 26 

Kegiatan penelitian I pcrcobaan atau 'kegiatan ilmiah yang lain, tidak 
dikenakan larangan sebagaimana diinalcsud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah 
ini. 
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BAB XIII •••• ~······· 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal J2 

Sctiap pembudi dayaan s.wnber daya ikan di Rawapening dalam waktu 
selambal lamba1nya 3 ( iiga ) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini . . . 

, h'ar'us sudali inengajukan pennohonan ijin bcrdasarkan -Pcratutan Daerah: in'r. _.._. . 

.. , .. 

BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal J1 
,;., s~tain 01ch Pejabat · Penyidik ti mum yang bertusas· menyidik· tindak pidana, 

penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
Peraturan Daerab ini dapat juga dilakukan olch 'Pejabat Penyidik. Pegawai 
Ncgeri Sipil dilingkungan· Pcmerinlah Daerah yang pengangkatannya 
kcwenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan 
Perundang - undangan yang . bcrlaku. 

BAB XII 

BAB X 
KETENTUAN PIDAN;\ 

Pasal JO 
( l) Barang saiapa melanggar ketenauan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 

(I). dan Pasal 25 ayal (1) Peraauran Daerah ini, dapat dihutwn dengan 
hulmman kurungan selama - Jamanya 3 ( liga) bulan atau denda selinggi- 
tingginya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ). 

(2) Tindat pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal.' ini adalah 
pclanggaran 
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(2) Penpwasan Ope,a.1ional am ditaaliaya pcJabanaan Penniran Dacnlh 
dilakukan oleh sua&u lim yang dibemuk oleh Bupati Kq,ala Dacrah. 

Pasal 2' 

Unluk rneounjang tegiaran Opctasional diberikan biaya Operasionaf yang 
besamya ditetapkan Bupali Kepala Daerah dan diwnpung dalam Anggaran 
Pendapalan dan Belanja Daerah Tingkat II Semarang. 



Disahlcan dengan Keputusan Gubemur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa 
Tcngah tanggal 2 Desember 1991 Nomor : 188.3/451/1991 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tinglcat II 
Semarang tanggal 31 Dcsember 1991 Nomor 6' Seri B T~un 1991 

Sesuai dengan aslinya · 
SEKRETARIS WILA Y AH I DAERAH 

Cap ttd 
Drs. DJOKO OWIANGGONO S. 

PEMB.INA TINGKAT I 
NIP. 500031834. - 

Drs. H A R T O M O 

ltd Cap 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II SEMARANG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH· 

TINOKAT II SEMARANG 
KET U A, 

Cap ud 
SOEPARBO 

Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundanglcan. 
Agar supaya seuap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peng- 
undangan Pcraturan Daerah, ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 

Ungaran, 22 Desember 1990 
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B A B XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 
Hal - haJ yang belum di,atur daJam Pcraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 34 
Dengan berlakunya Pcraturan Daerah ini, maka Surat Kepuiusan Bupati 
Kepala Daerah tinglcat II Semarang Nomor 188.4 / 637 / 1988 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hean di Rawapening yang 
ditetapkan pada tanggaJ 4 Juni 1988 dan Peraturan lain yang bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini dinyalak.an tidak bcrlaku. 

Pasal JS 



yang~:".~:..:·· ·:-:·-· . r., • •. , t• •• -: ... ·:~:.~ :::· :·. • •• '. ', , __ ..... ...(,•,.,, -, 
•),. ~) ' 

. . . 
Di dalam penga&uran tmebul, ditentukan bahwa apabila orang :atau 

badan yang merigambil manfaat sumber daya ikail di Rawapenins. Oleh 
Pemerinaab Daerab di hatuskan dengan ijin, dan dikenakan pungutan 

I. PENDAHULUAN 
Rawapeninc ·adalah suatu wilayah perairan yang merupakan w~~~- 

yang sangat hw d1 K.abupatcn Daerah Tingkat II Semarang yang . 
mengandung sumber daya ikan yang besar poc.ensinya. 

Kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan biota perairan yang 
lain serta pembudidayaan ikan di. Rawapening dengan rne,_iggunakan 
bermacam • macam alal aUiu sarana Jiinnya oleh masy~t ~ semakin 
bertambah ragam maupun teknologinya. 

Agar sumber daya ikan di Rawapcnina dapat dimanfaactan. ~ 
optimal dan berlangsunc &erus menerus, .maka pcrha dijaga-kcleatarian 
dan kcseimbangan populasi ikan -· ikannya dengan jalan menpdakan 
pengclolaan perairan Rawapcnina dcngan sebait - baiknya 

.. ·pengelolaan yang dilaksanabn oleh .'; Pemerintah Oauah anwa lain 
dengan ·meJak~ penebaran.- ... bcnih "'' ~~. pembangunan sarana dan 
prasarana perikanan, pemeliharaan &empet.~ tempat berte111blllg biaknya 
ikan .• peinbin~ teknis 'penibudidayaan. sumber dayajlcan . ~gi ·i.c:1ayan 
dan pelani ikan. r, :-;.: 

Disamping .usaha tersebut diata!l, Pcmerinl&h Daerah ·mcmandang 
perlu mclakukan. pcngaturan a&as pemanfaatannya dengan mcnabentilr· .: - .. 
Peraturan Daerah. · 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURANDAERAH KABUPATEN DAERAH 
. rtNGKAT II SEMARANG 
NOMOR 1,. TAHUN 1990 . .,.: · . 

TEN TANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAAT AN SUMBER DAYA IKAN 
DI RA WAPENING 

..... ·. 



Pasal 6 ·-·······. ~~ ::~-. 

Cukup jelas 
Cukup jelas 

hurur I s/d m 
. Pasal 2 s/d Pasa1 5 

tersebut, 

Anak ikan yang ·dimaksudkan disini 
masih dapal belkcmbang lebih panjang 
dan lebih beral dari pada ukuran 

. - Pisces < iun bersirip > . 
.: Crustacea ( udang. keaam dsb) 
- Molusca ( kerang, ece, siput dsb ) . ' ' 

- Amphi~ia ( kodok ) 
. - Reptilia ( uJar. bulus ebb) 
Cukup jelas huruf e s/d j 

hurur k 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasa1 1 huruf a s/d hwuf c : cukup jelas 

hwur d : Yang dimaksud dengan sumber daya 
ikan dan biota 'pcrairan ia1ah 
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yang ~ mcnjadi PendaJJalan Daerah yang pcnggunaanya Ullluk 
Pcmbangunan Daerah tamasuk juga pembanpoa ·di Rawapemng. 

Kcharusan mendapal ijin dari Bupdi Kcpala Dacrah bagi setiap 
pembudidayaan smnber daya ibndan pengoperasian perahu dimabudlr:an 
agar Pemcrinwa Dacrah dapat mengawasi dan mengatur pcmbudidayaan 
sumber daya ,ikan di Rawapening schingga somber daya ikan di 
Rawapening tidak mengalarni lrcrusakan dan kemerosotan populasi ikan- 
ikannya Sedangkan bagi pengoperasian perahu dimaksudkan agar 
Pemerintah Daernh dapat meJalcukan pengawasan lrcmungkinan 
aerjadinya pcnccmaran karena · penggunaan perahu benno&or dan 
mengupayakan terjaminnya kearn.anan pcnumpang yang menggunabn 
pcrahu yang diijinlran beropenasi. 

Peraturan Dae~ ini, akan mcmberibn kepasiian hokum baik bagi 
masyaratai maupun aparat Dacrah didalam mengadakan pemanfaa1an- 
nya dan pcngelolaan sumber daya ikan di Rawapcoing. 



tanggungan 

, 
Cukup · jelas 
Pemohon ijin dipersyaratkan berkewar- 
ganegaraan Indonesia atau apabila 
pemol1on ijin adalah bad.an usaha 
dipersyaralkan bermodal nasional dan 
tidak boleh ·menggunakan tenaga 
asing, dimaksudkan untuk mencegah 
masuknya pengusaha asing. 
Pembudidayaan sumberdayaikan untuk 
kepentingan sendiri . atau untuk tujuan 
olahraga tidak memerlukan ijin karena 
kegiatan tersebut bersifat insidemil 
dan tidak untuk mata pencaharian. 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, 
anak • anak dan yang lain yang menjadi 

Perairan Rawapening dibagi daJam 
zona - zona agar tidak terjadi keri- 
cuhan kepenlingan satu dengan yang 
lain. 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Jumlah branjang dan kawasan opera- 
sionalnnya dibatasi I ditentukan, agar 
keberadaan branjang tidak mengurangi 
keindahan Rawapening sebagai obyek 
wisata, justru diharapkan dapat 
menunjang mengingat di. daerah lain 
branjang sudah langka. 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup. jelas 
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Pasal 13 
Pasal 14 s/d Pasal I 8 
Pasal 19 ayat (I) 

Pasal 12 ayat (3) 

Pasal 9 ayat (3) 
Pasal 10 
PasaJ 11 

·Pasal 12 ayat (l) 
Pasal 12 ayat (2) 

Pasal 7 dan pasal 8 
Pasal 9 ayat (1) 
Pasal 9 ayat (2) 

Pasal 6 



Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Dikecualikan rumpon untuk pe- 
nangkapan udang, asal rumpon tersebut 
diberi tanda yang jelas dan nampak 
dari jauh. 
Cukup jelas 
Cukup jclas 
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tanggungan hidupnya oleh ayah selaku 
Kepala Keluarga dan sebagaimana 
yang disebutkan dalam kartu keluarga. 
Jumlah ijin dan luas dibatasi, demi 
pemerataan. 
Yang dimaksud unit Karamba adalah 
Keseluruhan luas yang . dapat terdiri 
satu pet.ale atau lebih. 
Pernberian batas wakiu belum diopera- 
sikannya seluruh luas yang diijinkan, 
dimaksudkan untuk menghindari 
terbengkelainya lahan perairan. 
Cukup jelas 
Yang dimaksud unit atar, adalah 
seperangkat alat penangkap ikan 
dengan atau tanpa perlengkapan lain 
yang digunakan untuk menangkap ikan 

· pada alat bubu I icir I pancing, seper- 
angkat alat itu terdiri Jebih dari satu 
~ubu I icir I pancing. Pada alat jaring, 
seperangkat alat itu terdiri satu lembar 
atau lebih jaring yang panjangnya 
lebih dari satu meter. 
Cukup jelas 

ayat (2) 
Pasal 26 s/d 35 

Pasal 21 ayat (2) huruf c 

Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) : 
Pasal 22, 23 dan 24 
Pasal 25 ayat (l) huruf e 

huruf b : 

Pasal 21 ayat (l) 
Pasal 21 ayat (2) hwuf a 

Pasal 20 

Pasal 19 ayat (2) 
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